BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Majelis Hakim Pengadilan Agama Kraksaan dalam memutuskan perkara
cerai pada Nomor: 1280/Pdt.G/2010/PA.Krs berdasarkan subtansi hukum
saja, padahal proses pengadilan harus memperhatikan subtansi hukum dan
administrasi hukum.

2. Pertimbangan hukum hakim PTA dalam membatalkan putusan PA
Kraksaan didasarkan oleh:

a. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan
Agama menyatakan dalam sidang perdamaian suami istri harus datang
secara pribadi, kecuali bila berada di luar negeri bisa diwakili oleh kuasa
yang telah diberi kuasa untuk itu.

b. Peraturan Mahkamah Agung | Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi
Pasal 1 angka 8 menyatakan para pihak adalah dua atau lebih subjek
hukum bukan kuasa hukum yang bersengketa dan membawa sengketa

mereka ke pengadilan untuk memperoleh penyelesaian.
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B. Saran

Hendaknya para penegak hukum seperti hakim lebih teliti dalam
menafsirkan undang-undang yang berlaku, dan cermat melaksanakan undang-
undang, sebaiknya hakim juga menggunakan aturan undang-undang sebagai
pertimbangan hukum, karena bagimanapun juga undang-undang tersebut
adalah hasil penyesuaian hukum Islam dan hukum setempat yang berlaku di
masyarakat. Undang-undang tersebut digunakan sebagai rujukan schingga
para hakim mempunyai suatu patokan yang pasti dalam memutuskan suatu
perkara di lingkungan Peradilan Agama sehingga keadilan benar-benar dapat

dirasakan oleh semua pihak



